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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPAT! PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN FENGADAAN BARANG /JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJHTROWARDOJO PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimnbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan
Layanan Umum Daecrah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang Jdibiayai
dari dana yang bersumber dari pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah Rumeh Sakit
Umum Daerah Dr. Tjitrowardejo Purworejo, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadean Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Dacrah RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo,
sebagaimana telah diubah dengan Pematuran
Bupati Purworsjo Nomor 13 Tahur 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworgjo
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada
Bedan Layanan Umum Daerah  RSUD
Dre. Tiitrowardojo Purworejo;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan
perkembangan peraturan pcrundang-undaqgan
vang mengatur pengadasn barang/ jasa
pemerintah, khususnya ketentuan pengadaan
secara elektronik, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebageimana dimaksud
pade huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehinggs
perlu menyusun kembali Pedoman Peloksanaan
Pengadann Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Tjitrowardejo Purworejo dengan menerbitlcan
Peraturan Bupati yang baru;



Mengingat : 1.

bghwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans
dimaksud pada bhuruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturen Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daersh Rumah Sakit Umum
Dacrah Dr. Tiitrowardojo Purwoerejc;

Pesal 1R ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435,

Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
scbhagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahi Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembarsn Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 205
tentang Pengelolann Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negars
Republik indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5340);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan
Layanan Umnum BDaerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;. PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasaal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengamn:

1.
2.

10.

11.

12,
13.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Purworejo.

Badan Layanan Umum Dserah yang selanjutmys disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purworejo yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyedinan barang dan/atau
jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktifitas.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardcjo Purwurgjo yang
selanjutnya disingkat RSUD adalah Rurmah Sakit Umum Daerah
Dr. Tiitrowardojo Purworejo yang dikelola dengan Pala Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Urmum Daerah.

BLUD-RSUD adelah BLUD-RSUD Dr. Tjitrowardojo Purwarejo.
Pemimpin BLUD-RSUD adalah Direktur BLUD-RSUD yang
selanjutnya disebut Direktur.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperaleh
barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai disclesaikannya seliruh kegiatan untuk mempercleh
barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa BLUD-RSUD adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari
pendapatan BLUD-RSUD, yang berupa jasa layanan, hibah yang
tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain
pendapatan BLUD-RSUD yang sah di luar pendapatan yang berasal
dari APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secars swakelola
maupun oleh penyedia barang/jasa.

Penvedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang
BLUD-RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan
dari ketentuan yang berlaku umurm.

Pengguna Anggaran BLUD-RSUD yeng selanjutnya dapat disingkat
PA adalah Direktur BLUD-RSUD yang berstatus Pegawai Negeri
Sipi! atau Pejabat Keuangan BLUD-RSUD apabila Direktur BLUD-
RSUD bukan Pegawai Negeri Sipil selaku peiabat pemegang
kewenangan penggunasn anggaran BLUD-RSUD.

Kuasa Pengguna Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya dapat
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi BLUD-RSUD,

Pejabat Keusngan BLUD-RSUD adalah Wakil Direktur Umum dan
Keuangan BLUD-RSUD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya disingkat PPEom
adalah pejabat yang bertanggung jawab =atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.



14. Pejabat Penatausahaen Keuangan BLUD-RSUD yang selanjutnya
disingkat PPK BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada BLUD-RSUD.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD-RSUD yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUL-RSUD  yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesual denpan bidang tugasnya.

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, meayimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD-
RSUD termasuk di dalamnya untuk belanja pengadaan barang/jasa
BLUD-RSUD.

17. Panitia Pengadaan BLUD-RSUD, yang selanjutnya disebut Panitia
Pengadaan, adalah Panitia yang dibentuk oieh PA untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada kegatan
pengadaan barang/jasa BLUD-RSUD.

18.Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk
melaksakan pengadaan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang
tercantum pada catalog elektronik [e-catalogue).

19. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas untuk memeriksa dan
menerima hasil pengadaan barang/jasa.

20.SPl adalah penyelenggara salah satu unsur pengendalian intern
yang penting, yaitu merupakan aparat pemeriksa/pengawas intern
Rumah Sakit.

21. Pemitihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk
menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk
melaksanakan pckerjaan.

29 Surat Pesanan adalah surat pemesanan pengadaan kepada
penyedia  barang/jasa  untuk  melaksanakan pengadnan
barang/jasa.

23.Barang . adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan cleh
Pengguna Barang.

24, Pekerjaan konstruksi adalah seluruah pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wgjud
fisik lainnya.

75.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutzhkan keahlian tertenfu di berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir ataw brum ware.

26.Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemmapuan tertentu
yang mengutamakan ketrempilan (skilwarejdalam suatu sistern tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyeclesaikan
suatu pekerjagn atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa
selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaen Konstruksindan
Pengadaan Barang.

27 Sertifikat keahlian pengadasan barang/jasas pemerintah yang
selanjutnya dapat disingkat Sertifikat Keahlian adalah tanda bukti

kuan dari pemerintah atas kompentensi dan kemampuan
profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.



28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

41.

42.

Dokumen pengadaan adalah dokumern yang ditetapkan oleh Panitia
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus
ditaati vleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
Kontrak Pengadasn Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa
atau pelaksana Swakelola.

Pakta integritas adalah surat pernyataan yvang berisi ikrar untuk
mencegah dan tdak melalcuktan kelusi, korupsi, dan nepotisme
(KXN) dalam pengadaan barang/jasa.

Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah
dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan
oleh bank umum/ perusahaan penjaminan/ perusahaasn asuransi
yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPKom/ Panitia
Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia
barang/jasa.

Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan barang/jasa yang harus
dipenuhi tetapi belum tersedia anggarannya.

Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tdak diharapken
secara berulang, berada diluar kendali manusia, harus dilakukan
segera dan pekerjaannya tidak dapat ditunda.

Kebutuhan keadsan luar biasa adalah kebutuhan barang/fjasa
untiuk memenuhi kejadian luar biasa suatu penvakit atau wabeh
penyakit, - _
Pelelangan Umum  adalah metode  pemilihan  Penyedia
Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua
pekerjaan  yang dapat dikut oleh semua  Penyedia
Barang/Peckerjaan KonstruksifJasa Lainnya yang memenuhi
syarat.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa, Jasa
Konstruksi dan jasa lainnya kepada Penyedia Jasa tanpa metalui
Pelelangan Umum, untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp
750.000.000,- [Tujuh ratus lima puiuh juta Rupiah).

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.

Pengadaan secara konsinvasi adalah pembelian atas barang yang
difiipkan [diserahkan secara fisik oleh Penyedia Barang kepada
BLUD-RSUD) berdasarkan perjanjian kerja sama.

Katalog Elektronik {E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikesi telmis dan harga barang
tertenitu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.
E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melahu sitem
katalog elektronik.

Formularium Nasional adalah daftar obat terpilih yang dibutulikan
dan harus tersedia di fasilitas kesehatan sebagai acuan dalam
pelaksanaan Jaminan Kesehaten Nasional (JKN).

Formularium Rumah Saekit adalah daftar obat yang telah disahkan
oleh Direktur atas usulan Tim: Farmasi dan Terapi berdasarkasn
usulan semua dokter spesialis di RSUD yang digunakan sebagai
pedoman untuk pengadaan obat di REUD serta pengpunasn obat
bagi pasien yang dilayani di RSUD.



(1

BAD 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Mepksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi dalam
peleksansan pengadaan hareng/jasa BLUD-RSUD schingga
memudrhkan bagi pelaksana pengadaan bareng/jasa dan penyedia
barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa sesual dengan
fungsi dan peranen masing-masing.

{2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar BLUD-

{1}

{2}

(1)

RSUD dalam pengadesan barang/jasa BLUD-RSUD dapat
memperoieh barang/jasa vang dibutuhkan, dengan harga dan
kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara fleksibel, efektif
dan efisien.

BAB 111
PRINSIP DASAR
Pasal 3

Pengadaan barang/jasa BLUD-RSUD dilakukan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/udak
diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan prakiek bisnis yang sehat,

Pengadasn barang/jasa BLUD-RSUD harus dapat menjamin
ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan
vang fleksibel, efizsien dan efektif serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-
RSUD.

BAB IV
FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA DI BLUD-RSUD
Pasal 4

BLUD-RSUD dibernikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian
atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi
pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan
efisiens: dan efektivitas atau dalam keadasn mendesak, kendaen
darurat dan keadasn luar bigsa.



(2)

(3}

(1)

(2)

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (i), diberikan terbadap
pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan;

b. hibzh tidak terikat;

¢. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah.

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat,
dapat dilekukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari
pemberi hibah, atau ketentuan pengedasan barang/jasa yang
berlaku bagi BLUD-RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB Y
PELAKSANA PENGADAAN BARANG /JASA BELUD-RSUD

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 3

Pengelola pengadaan barang/jasa BLUD-RSUD untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, terdiri atas:

. PA;

KPA;

PPKcIn;

PPK-BLUE;

PPTK;

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Pengadsan Barang/Jasa; dan

Panitia Penerima Hasgil Pekerjaan.

]

Wm0 D g

Pengelola pengadaen barang/jase BLUD-RSUD untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui Swaketola terdiri atas:

PA;

KPA:

FPXom:

PPK-BLUD;

PPTK,;

Panitia Pengadaan Barang/.Jasa

Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa; dan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
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Bagian Kedua
Persvaratan dan Pengangkatan

Paragraf 1
PA

Pasal &

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PA, harus memenuhi syarat sebagal
berikut:

a.
b.
c.

d.

h.

memiliki integritas;

mermiliki disipiin tinggi;

memiliki tangpuing jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tugas;

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepotime [KKN];

menandatangani Pakta Integritas;

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi tekziis serta manajerial
untik melaksanakan tugas;

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan merniliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepatime {KKN);

menduduld jabatan sebagai Pemimpin BLUD-RSUD.

(2) PA sebagaimena dimaksud pada ayat {1], diangkat oleh Bupati dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragral 2
KPA

Pasal 7

(1) Untuk dapat diangkat menjadi KPA, harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

a.
b.

.

d.

memiliki integritas;

memiliki disipiin tinggi,

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan nigas;

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi Kelusi dan Nepotime (KKN);

menandatangani Pakta Integritas;

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta mansajerial
untuk melaksanakan tugas;

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dean memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN|;

minimal menduduld Jabatan Struktural Eselon IT5;

diutamakan telah memiliki sertifikatr keahlian Pengadaan
Barang/Jasa.



(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat cleh Bupal
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari
Dircktur,

(3) KPA dalam meleksakanan tugas bertanggung jawab kepada PA.

Paragraf 3
PPKom
Pasal 8
{1} Untizk dapat diangkat menjadi PPKom, harus memenuhi syarat
sebagat berikut:

e, memiliks integritas;

b. memilild disiplin tinggi;

. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tugas,

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi Kelusi dan Nepotime (KKN);

e. menandatangani Pakta Integritas;

f. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk meleksanakan tugas;

g. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas den memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN);

h. tidak menjabat sebagai Pejabar Penandatangan Surat Perintah

i

Membayar {PP-SPM) atau Bendahara; dan
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Persyarntarr manajerial sebagaimana dmmaksud pada ayat (1)
huruf ¢ adalah:

a.

berpendidikan paling rendab Sarjana Strata Satu (51) dengan
bidang keahlian vang sedapat munglin sesuai dengan tuntutan
pekerjgan;

memiliki pengaiaman paling kurang 2 (dua) tahun teriibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa; dan

memiliki kemampuan keria secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap higas/pekerjaannya.

{3) PPKom sebageimana dimaksud pade ayat (1), diangkat oleh PA dan
ditetapkan dengan Keputusan PA.

(4) PPKom dalam melaksakanan tugas bertangging jawab kepada
PA/KPA.



Paragraf 4
PPK BLUD

Pasal 9

(1} Untuk dapat diangkat menjadi PPK BLUD, harus memenuhi syarat
sebagai herilcut:

a.
b.

C.

d.

memiliki integritas,

merniliki disiplin tingg;

memniliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tigas;

mampu mengambil keputusan, bertindak tepas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN);

menandatangani Pakta Integritas;

memitiki tanggung iawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tuges;

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serte bdak pernah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN};

menduduki jabatan minirmal eselon III;

menduduki jabatan yang mempunyai tugas pokck dan fungsi di
bidang Keuangan.

(2] PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh PA
dan ditetapkan dengan Keputusan PA.

{3} PPK BLUD dalam melaksakanan migas bertanggung jawab kepada
PA/KPA.

Paragraf 5
PPTK

Pagal 10

i1} Unmk dapat diangkat menjadi PPTK, harus memenuhi syarat
sehagat berikut:

a.
h.

C.

d.

™0

memiliki integritas;

memiliki disiplin tinggi;

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi tekmnis serta manajerial
untuk melaksanakan lugas,;

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku zerta tidak pernah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepotime (KKN);

menandatangani Pakta Integritas;

memiliki tengpung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tugas;

mampu mengambii keputusan, bertindek tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernmah terlibat
Korupsi Kolusi dan Nepotime {KKN);

LS



h. minimal menduduki Jabatan Struktural Eseton {V;
i. mempunyai tugas pokok dan fungsi jabatan yang sesuai dengan
kegiatan yang dilaksanakan,

{2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh PA dan
ditetapkan dengan Keputusan PA.

(3) PPTK dalam melaksakanan tugas bertanggung jawah kepada
PA/KPA.

[4} Guna kelancaran pelaksanaan tugas, PPTK dapat dibantu oleh
Pembantu PPTK yang diangkat oleh PA dan ditetapkan dengan
Keputusan PA.

{§} Pembantu PPTK dalam melaksakanan tugas bertanggung jawab
kepada PPTK.

Paragraf 6
Panitia Pengadaan

Pasal 11

{1} Untuk dapat diangkat menjadi Panitia Pengadaan, harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melzksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia
pengadaan barang/jasa;
d. memahami isi dokumen, metade dan prosedur pengadaan;
e. memiliki sertifikat keahlian pengadsan barang/jasa sesuai
dengan kompetensi yang disyaratkan; dan
merandatangani Pakta integritas.

b}

(2) Anggota Panitia Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dad
kalangan BLUD-RSUD maupun Instansi teknis lainnya yang
memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang masih
berlaku.

(3) Panitia Pengadaan berjumiab gasal beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 (Tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan,
substansi pekerjean kegiatan yeng bersangkutan dan bidang lain
yang diperiukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari juar
instansi yang bersangkutan dan memiliki sertifikat keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang masih berlaku.

(4) Dilarang duduk sebagai Penitia Pengadaan:
a. PPKom, PPK BLUD, PPTK, dan Bendahara;
b. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan
pembayaran den/atau pejabat yang bertugas menandatangani
surat perintah membayar.



(5) Panitie Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
oleh PA dan ditetapkan dengan Keputusan PA.

(6) Panitin Pengadaan dalam melaksakanan tugas bertangung fawab
kepada PAfKPA,

Paragraf 7
Pejabat Pengadann

Pasal 12

(1) Untuk dapat diangket menjadi Pejabat Pengadaan, harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan mgas;

b. memahami pekerjaan yang akan dilaksangkan,

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat
pengadaan barang/jasa;

d. memahami isi dolumen, metode dan prosedur pengadaan;

e. memiliki sertiikat keahlian pengadasn barang/jasa sesuai
dengan kompetensi yang disyeratkan; dan

f. menandatangani Pakta Integritas.

{2} Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negen sipil, baik dari
kalangan BLUD-RSUD maupun [nstansi teknis lainoya yang
merniliki sertifikat keahlian Pengadean Barang/Jass yang masih
beriaku.

(3} Dilarang duduk sebagai Pejabat Pengadaan:
a. PPKom, PPK BLUD, PPTK dan Bendahara;
b. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan
pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani
surat perintah membayar.

{4] Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
oleh PA dan ditetapkan dengan Kepufusan PA.

(5] Pejabat Pengadaan dalem melaksakanan tugas bertangung jawab
kepada PA/KPA.

Paragraf 8
Panitia Penerima Hasil Pelterjaan
Pasal 13
{1} Untuk dapat diangkat menjadi Panitia Penerime Hasil Pekcrjaan
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;
b. memahami 151 kontrak;
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. memiliki kualifikasi teknis;

d. menandatangani Pekta Integritas; dan

e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

(2] Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagnimana dimalesud pada ayat
{1}, diangkat oleh PA dan ditetapkan dengan Keputusan PA.

(3] Panitia Penerima Hasi] Pekerjuan dalam melaksakanan tugas
bertangung jawab kepada PA.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1
PA
Pasal 14

(1) Dalam pengadaan barang/jasa, PA mempunyai tugas dan
wewenang;

a. mmenetapkan Rencana Umum Pengadean;

b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
sekurang-kurennya di Website reami LPSE Kabupaten
Purworejo;
menetapkan PPKom,;
menetapkan Panitia Pengadaan;
menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
metetapkan ;

1. pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas
Rp. 100.000.000,000,00 (Seratus miliyar Rupiah); atau

2. pemmenang pada Seleksi atau Penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan
nilai di atas Rp. 10.000.000.000,0¢ (Sepuluh miliyar
Rupiah);

mengawasi pelaksanasn anggaras,;

menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

i. menyelessikan perselisthan antara PPKom dengan Panitia
Pengadasn dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

j. mengawasi penyimpanan dan pemelihaaraan seluruh Dekumen
Pengadaan Barang/.Jasa.

M Ao

o

{2} Selain tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:
a. menetapkan tim telmis;
b, menetapkan pembantu PPTX; dan/atau
c. menetapkan tim juri/tim abli untuk pelaksansan Pengadaan
melalui Sayembara /Kontes,
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Paragraf 2
KPA

Pasal 15

(1) Dalam pengadaan barang/jasa, KPA mempunyai tugas pelimpahan
sebagian wewenang dari PA sesuai bidang tugasnya, yang meliputi :

i1)

a.
b.

X NN

menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

mengumumigan secara lues Rencana Urmum Pengadaan

sekurang-kurannye di Website resmi Lavanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Purworejo;

menetapkan PPKom;

menctapkan Paritia Pengadaan;

menectapkan Panitia Penerimea Hasil Pekerjaan,;

menetapkan :

1. pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekeriaan
Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp1GG.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah]; atau

2, pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan
nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliyar Rupiah);

mengawasi pelaksanaon anggaran;

menyampaikean laporan keusngan sesual dengan peraturan

perundang-undangan;

. menyelesaikan perselisihan antara PPKom dengan Panitia

Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
mengawasi penyimpanan dan pemelihaaraan seluruh Dokumen
Pengadaan Barang/.Jasa.

Paragra{ 3
PPKom

Pasal 16

Dalam pengadaan barang/ jasa, PPKom mempunyai tugas dan
kewenangari:

TR oA R0 Te

[
1 "

membuat spesifikasi teknis barang/jasa;

membuat Harga Perkirasn Sendiri {HFS);

membuat Rancangan Konttrak;

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jass;
menandatangani Kontrak;

meleksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/jasa;
mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

melaporkan  pelaksanaan /penyelesaian Pengadaan Barang/
Jasa;

menyerahkan hasil pekerjasn Pengadaan Barang/Jasa;
melaporkan kemajuan  pekerjaan termasuk  penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjann kepada PA/fKPA
setp triwillan;
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k.

1.

m.

1.

menyimpan dJdan  menjaga keutuhan sehuruh  dokumen
pelaksanaan Pengadesn Barang/jasa;

mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan,
dan /atau perubahan jadual kegiatan pengadaan;

menetapkan tim pendukung dan menetapkan tim atau tenaga
ahli pembeni penjelasan teknis fecnuizer) untuk membantu
pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/ Jasa;
menetapkan besaran Uang Muka.

Paragral 4
PFPK BLUD

Pasal 17

i1} Dalam pengadaan barang/jesa, PPK BLUD mempunyai tugas:

Mo AN pp

menetiti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa;

meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU;

melakukan verifikasi SPP;

menyiapkan Nota Dinas persetijuan pembayaran;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

melakukan penerimaan atas laporan pertanggungjawaban
bendahara penerima untuk mencocokkan antara pendapatan
yvang diterima dengan bukti setor ke kas daerah;

meneliti kelengkapan deokumen laporan pertanggungjawaban
dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran vyang dibayarkan,
sebelum disampaikan pada PA/KPA.

Paragraf 5
PPTK

Pasnl 18

(1) Dalam pengadaan barang/ jesa, PPTK mempunyai tugas:

a.
b.

C.

d.

mengendalikan pelaksanaan kepiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

membantu PPKom dalam menyiapkan dokumen pengadaan
barang/ jasa; dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen adminiatrasi
kegiatsan mauvpun dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.

{2} Dalam hal PPTK dibantu oleh Pembantu PPTK, maks Pembantu
PPTK mempunyai tugas membantu PPTK dalam melaksanakan
kegiatan teknis dan adminiatrasi, baik dari segi perencanaan,
pelaksanaan, pemanteuan, den pelaperan kegiatan.



Pargpraf &
Panitia Pengadaan

Pasal 19

(1) Dalam pengadaen barang/ jasa, Panitin Pengadaan mempunyai
tuIZas:

(1

a.

b.
C.

menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta

lokasi pengadaan;

menyiapkan dokumen pengadaan,

menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atan

praluslifikasi;

melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

menetapkan:

1. Pemenang untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan
Rp100.000.000.004,00 (Seratus miliyar Rupiah); atau

2, Pemenang untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan
nilai sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 {Sepuluh nmuliyar
Rupiah);

membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

peinbat  pembuat kemitmen dan/atau  pejabat  yang

mengangkatnya;

menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan bareng/jasa dinlai.

Paragral 7
Pgjabat Pengadaan

Pasal 20

Dalam pengadaan barang/jasa, Pejabat Pengadaan mempunya
tugas:

&.

b,

membuat paket pembelian barang/jasa melalui  aplikasi
E-Purchasing.

mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada
penyedia barangfjasa yang terdaftar pada sistem Katalog
Elektronik (E-Catalogue) melaiui E-Purchasing.

meneruskan paket pengadean yang sudah disetujui kepada
PPKom;

membuat iaporan hasil pengadaan kepada KPA melaluil PPEam,
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¢. meneruskan paket pengadasn yang sudah disetujul kepada
PPKom;
d. membuat laporan hasil pengadaan kepada KPA melalui PPKom.,

Paragraf 8
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 21

Dalam pengadaan barang/jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

mempunyai fugas:

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadasn Barang/Jasa
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian;

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjagan; dan

d. menyerahkan  hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
dengan berita acara.

BAB VI
JENJANG NILAL DAN PENGADAAN SECARA KONSINYASI

Bagian Kesatn
Jeryjang Nilai

Paragral 1
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/.Jasa

Pasal 22

Jenjang Nilai untuk Pengadaan Barang/Jasa, ditetapkan sebagai

berikut:

a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
sampai dengan Rp‘?Eﬂ 000.000,- (Twjuh ratus lima puluh juta
Rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung,
dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. pengadsan dengan nilai sampai dengan Rpl0.000.000,-
(Seputuh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa nota;

2. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (Lima
puluh uita Rupiah), bentuk kontrak berupa Kuitansi;

3. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,- {Tujuh
ratus lima puluh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa Surat
Perintah Kerja (SPK), kecuali pekerjaan konstruksi dengan
jaminan pelaksanaan.

b. Pengadaan barang/peckerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
lebih dari Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima pulubh jute Rupiah),
dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum;

c. Penunjukan Langsung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Pengadaan Barang/Jasa vang berlaku.



Paragraf 2
Jenjang Nilai Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 23

Jenjang nilai untuk pengadaan jasa konsultansi, ditetapkan sebagai

berilkut:

& pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai  dengan
Rp500.000.000,- {Lima ratus juta Rupiah), dapat dilakukan dengan
Metode Pengadaan Langsung, dan kelengkepan dokumen sebagal
berilcut:

1. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rpl0.000.000.-
{Sepuiuh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa nota;

2. pengadaan dengan nilai sampai dengen Rp50.000.000,- [Lima
puluh juta Rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi;

3. pengadaan sampai dengan Rp500.000.000,- [Lima ratus juta
Rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK].

b. pengadaan jasa  konsuitansi dengan npilai  di @ atas
Rp500.000.000,- (Lime ratus juia Rupish), dilakukan dengan
Metode Seleksi Umum.

c. Penunjuken Langsung dilaksanakan sesuai dengen ketentuan
Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengadaan Secara Konginyasi

Pasal 24

(1] Pengadaan Barang di BLUD-RSUD dapat dilaksanakan secara
Konsinyasi.

{2) Pengadaan secara konsinyasi schagaimana dimaksud pada ayat {1),
dilakukan dengan cara  Produsen/Distributor (Konsiyer)
menitipkan barang di BLUD-RSUD, selanjumya barang tersebut
dapat dipergunakan secara langsung bagi kebutuhan pelayanan
oleh BLUD-RSUD.

{3) Harga barang secara konsinyasi ditentukan berdasarkan perjanjian
kerjasama antarn  BLUD-RSUD  dan  Produsen/Distnbutor
{Konsinyer.

(4} Pembayaran barang sccara konsinyasi dilakukan setelah barang
tersebut digunakan untuk kebutuhan pelayanan oleh BLUD-RSUD.

(5) Pengadaan secara konsinyasi dengan nilai sampal dengan
Rp750.000.000,- {Tujuh ratus lima pululr juta Rupizh), dapat
dilajukan dengan Metode Pengadaan Langsung, dengan
kelengkapan dokumen sebagai berikur :

a. pengadaan sccara konsinyesi dengan nilai sampai dengan
Rpl10.000.000,- {Bepuluh juta Rupiah), bentuk kentrak berupa
rote;



b. pengadaan secara konsinyasi dengan mnilai lebih dam
Rpl0.0O0.000,- {Sepuluh juta Rupiah), sampai dengan
Rp50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), bentuk kontrak
berupa kuitansi;

c. pengadaan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,- {Lima puluh
juta Rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima
puluh juta Rupish)bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja
(SPK].

{6) Barang yang dipercleh dengan pengadaan secara Konsinyasi
secbagaimana dimaksud pade ayat (2), tidak dicatat scbagai aset
atau persediaan BLUD-RSUD.

BAB VIl

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG /PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA

Pasal 25

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Koensultansi/Jasa Lainnya sesuaj denpan ketentuan yang berlaku,
kecuali untuk Pengadazan Konsinyasi.

BAE VIII
PENGADAAN BARANG /JASA SECARA SWAKELOLA
Pasal 26

{1) Pengadaan Barang/Jasa di BLUD-RSUD dapat dilsksanakan
dengan cara Swakelola.

{2) Pengadaan secara BSwakeiola sebagaimana pada ayat [1),
merupakan kegintan Pengadaan Barang/Jase dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Instansi
sebapgai penanggungjawab anggaran.

{3) Pelterjaan yang dapat dilakukan secara Swakelola meliprti:

8. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatken kemampuan
dan atau memenfaatkan kemampuan teimis sumber daya
rmansia sesual dengan tugas pokok;

b. pekerjaan yang bersifat teknis operasional dan pemeliharaannya
memerlukan partisipasi langsung masyarakat;

¢. pekedjaan yang dilibat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati cleh penyedia barang/jasa;
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d. pekerjaan yang secara rinci atau deteil tdak dapat
dihitung/ditentukan  terlebih dahulu, sehingga apabila
dilaksanakan oteh penyedia barang/jasa akan menimbuikan
ketidakpastian resiko yang besar;

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
atau penyuiuhan;

. pekerjran yang berupa proyek percontohan {miot project) dan
survet yang  bersifat  khusus untk  pengembangan
teknologi/metode kerja yang beium dapat dilaksanakan oleh
penyedie barang/jasa;

g. pekerjasan yang berupa survei, pemrosesan daia, peruniusan
kebijakan pemenntah, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu;

h. pekerjaan yang |Dbersifat rahasia bag Instensi yang
bersangkutan;

i. pekerjaan yang berupa penelitian dan pengembangan dalam
negeri.

BAB IX
KONTRAK PENGADAAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 27

(1) Maksud diadakannya kontrak adalah sebagal persetujuan atau
kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakikan suatu
ikatan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan melaksarakan kewajiban
masing-masing.

(2] Tuiuan penyusunan kontrak adalah sebagai alat untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua
Bentuk dan 1si

Pasal 28

{1} Bentuk kerangka kontrak/surat perjanjian barang/iasa terdiri dar::
a. Pembukaan, yang terdiri dari:
1. judul kontrak, menjelaskan tentang judul kontrak yang akan
ditandatangani;
2. nomor kontrak, menjelaskan nosnor kontrak yang akan
ditandatangani jika terjadi perubahan nomor kontrak herus
beruratan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan;



3. tanggal kontrak, kontrak ditandatangani setelah ada
penunjukkan penyedia barang/jasa, schingga tanggal
kontrak tidak boleh mendahului tanggal penunjukkan
penyedia barang/jasa;

4. para pihak dalam kontrak, menjelaskan identitas dari para
pihak yang menandatangani kontrak.

b. isi kontrak, sekurang-kurangnya memuat:

1. pernyatman kesepakatan para pihak membuat kontrak;

2. pernyataan kesepakatan para pihak telah menyetujui
besarnya harga kontrak;

3. pernyataan lampiran dokumen merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kontrak;

4. pernyataan kesepakatan para pihak untuk melaksanakan
kewnjiban sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

5. permnyataan jangka waktu pelaksansan kontrak.

¢. penutup kontrak, sekurang-kurangnyas memusat:

1. pernyataan para pihak dalam perjanjian telah menyetujni

unhuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
2. tanda tangan para pihak dalam perjanjian.
Bagian Ketiga
Jenis
Pasal 29

Jenis kontrak untuk pelaksanaan pengadasn barang/jasa di BLUD-
RSUD edalah kontrak pengadean tunggal, dengan benituk pembayaran
dapat berupa lump sum, terima jadi atau prosentase.

Bagian Keempat
Peiaksanaan

Pasal 30

{1) Kontrak pengadaan barang/jasa  dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan datam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

(2) Para pihak menandatangani konirak paling lambat 14 [Empat
belas) hari kerja terhitung scjak diterbitkannya Surat Penetapan
Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang/jasa
menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (Lima persen}
dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.

(3) Surat Penetapan Penyedia Barang/jasa disahkan oleh Pejabat yang
berwenang yang dalam hal ini edalah PA.

{4} Surat Perjanjian/Kontrak dibuat apabila pengadaan dilakukan
dengan metode pelelangan umum, sedangkan untuk pengadaan
vang tidak dilaktkan melalui pelelangan urniim, make pelaksanaan
perikatannya dilakukan dengan Surat Perintah Kerja, kcuitansi atau
nota,



{5] Surat Perintah Kerja dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
merupakan dasar untuk penerimasn barang, harus dengan tegas
memuat dan menyatakan jumlah barang dan biays maupun syarat-
gyarat lain yang diperlukan.

(o)

(1)

Surat perjaniian/kontrak ditandatangani oleh PA dengan Penyesdia
Barang/Jasn.

BAB X

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 31

Prosedur permintaan pembayaran dapat dilaksanakan sebagai
berikut:

a.

b.

Penvedia Barang/Jasa rpengajukan permchonan pembayaran
kepada PAJKPA,

Surat Pertanggung jawaban (SPJ) ditelii oleh Sub. Bag.
Akuntansi dan Verifikasi, setelah dinyatakan lengkap dan benar
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan
Surat Permintaan Pembeyaran (SPP);

SPP beserta lampirannya yang sudah ditandatangani Bendahara
Pengeluaran dan PPTK diserahkan kepada PPK BLUD untuk
diteliti, setelah dinyvatakan lengkap dan benar, PPFK BLUD
menyusun Nota Dinas Persetujuan Pembayarsn dan diajukan
kepada Direktur selaku PA untuk mendapat persetujizan
pembayaran;

Nota Dinas Persetujuan Pembayaran menjadi dasar untuk
penerbitan cek yang ditandatangani Direktur selakn PA dan
Bendahara Penpeluaran;

cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur selaku PA dan
Bendahara Pengeluaran dilampiri Rekap Transfer Pihak Ketign
yang sudah disiapkan oleh Bendahara Penpelugran dikirim ke
Bank Jateng Cabang Purworejo;

Bank .Jateng Cabang Purworejo mentransfer permintaan
pernbayaran langsung (SPP-LS] ke rekening Pihak Ketiga
berdasarkan rekap Transfer yang sudah disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran;

Bank Jateng Cabang Purworejo mentransfer permintaan
pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang (SPP-
UP/ SPP-GU/ SPP-TU) ke rekening Bendahara Pengeluaran.



BAB XI
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Surat Pertanggungiawaban pengadaan barang/jasa konstruksi/ jasa
konsultasi/jasa Jainnya dan pengadaan barang secara konsinyasi
harus dilengkapi dengan lampiran antara lain sebagai berikut:

a, pelelangan umum:

2o
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surat bukti pengeluaran dinas;

kuitansi bermeterai;

falctur pajak standar;

berita acara pencrimaan hasil pekerjaan pengadasn barang/
Jasa;

dokumen kontrak;

surat permohonan pembaysran;

berita acara pembayaran;

SSP PPN;

S3P PPh;

10} referens) bank;
11. jaminan Jamscstek (konstruksi);
12. jaminan uang muka [rRpabila mengajukan vatng muka);
13. jaminan pelaksanaan;
14. jaminan pemeliharaan (konstruksi);
15. izin Mendirikan Bangunan {konstruksi);
h. Pengedaen Langsung:

1.

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampal dengan
Rpl1.000.000,- [Satu juta Rupiah):

a] nota;

b) Surat Bukti Pengeluaren Dinas.

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rpl.000.000,-
(Setu juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (Sepuluh juta
Rupiah):

a] surst bukti pengeluaran dinas;

b) kuitansi bermeterai;

¢] nota/faktur penjualan;

d) f{aktur pajak standar [bile ada);

e} surat pesanan;

f) berita acara pembeyaran (L3);

gl SSP PPN;

h} SS5P PPh;

Pengadaan Barang/Jasa dengan nidal di atas Rpl0.G0G.000,-
{Sepuiuh juta Rupiah) sampai dengan RpS50.000.000,- [Lima
puluh juta Rupiah):

a} surat bukt pengeluaran dinas;

b] kuitansi bermeterai;

c} notaffaktur penjualan;

oy



d] faktur pajek standar;

e] berita acara penerimaan hasil pekerjean pengadaan barang/
jasa;

f) kerita acara pemeriksaan,

g] berita acara pengadaan;

h) surat pesanan;

i) berita acara pembayaran [LS);

jl B8P PPN,

k] SSP PPh.

. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai lebth dari Rp50.000.000,-

{lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp750.000.C00,- (tujuh

ratus lima puluh juta Rupiah), harus dilengkapi dengan:

a) surat bukti pengeluaran dinas;

h) kuitanasi bermeterai;

¢)] notaffaktur penjualan;

d} faktur pajak standar [bila ada);

e} berita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/
jasa;

N} berita acara pemeriksaan;

gl herita acara pengadaan;

h} surat pesanan;

i) Surai Perintah Kega [SPK);

i} lampiran SPK;

k] surat penawaran;

1} Berita Acara Pembayaran [BAP);

m) SSP PPN;

n] SSPPPh;

0) referensi bank.

. Pengedasn  BarangfJasa dengan nilai  lebth  dan

Rp750.000.000,- [Tujuh ratus lima pulub juta Rupiah}, harus

dilengkapi dengan:

a) surat bukti pengeiuaran dinas;

by kuitansi bermeterai;

cl nota/faktur penjualan;

d) fakmur pajak tandar;

g) berita acara penerimaan hasil pekerjgan  pengadaan
barang/jasa;

f)y berita acara pemeriksaan;

g berita acara pengadaan;

h) surat pssanan,

i Surat Penntah Kerja {SPK)/ surat perjanjian kontrak;

j1 lampiran SPK;

k) =urat penawaran;

l} berita acara pernbayaramn;

m) S5P FPN;

n) SSP PPh;

o) reflerensi bank.



8. SBwaleslola

a)
b)
c}
d)

e)

surat bukti pengeluaran dinas,;
kuitansi;

faktur pajak standar,

berita Aacara penerimaan hasil
barang/ jasa;

Kerangka Acuan Kerja [KAK);
Berita Acara Permmbayaran [BAF};
S5P PPN;

SEP PPh;

referensi bank;

laporan pelaksanaan pekerjaan.

7. Penunjukan Langsung:

k)
i)
i)
k)
I

surat bukti pengeluaran dinas;
kuitansi bermeterai;

faktur pajak stendar,

berita acara pencrimaan hasil
barang/asa;

dolatmen kontrak;

berita acara pembayaran,

surat permohonan pembayaran;
SSP PPN;

88P PPh;

referensi bank;

jaminan Jamsostek [konstruksi);
jaminan uang muksa;

m) jaminan pelaksanaan;

1) jeminan pemeliharaan (konstrzksi);

pekerjaan

pekerjaan

o} Izin Mendirikan Bangunan {konsiruksi).

BAB XIi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

mengadaan

{1} Pemimpin BLUD-R5UD melakukan pemantauan, penertiban dan
pembentukan sistem pengendalian manajemen terhadap pengadaan
barang/ jasa pads BLUD-RSUD.

(2) Pemantauan dan penertiban dilaksanakan oleh Satuan Pengawas
Intern {SP]) sesuai denpan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pemimpin BLUD-RSUD dapat meminta aparst
fungsional untuk melakukan audit tindaklanjut hasil pemantauvan
dan penertiban yang dilakukan oleh SPI.

pengawasan



BAB XIii
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

1) Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik
[E-Catalogue) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jass.

2] Dalam hal barang/jasa yang dimuat dalam sistem Katalog
Elektronik, spesifikasinys tidak sesuat dengan kebutuhan BLUD-
R3UD, maka pengadaarmya dilakukan di luar sisterm Katalog
Elektronik (E-Catalogue).

Pasal 35

{1] Pengadaan obat di RSUD mengaci pada Formularium Nasienal,
Katalog Elektronik [E-Catalogue} dan Formularium Rumah Sakit.

(2) Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Fermularium Nasional
tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue),
maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium
Rumah Sakit dengan jenis serta komposisi obat yang sama dan

harga reguler.

{3) Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik (E-
Catalogue, tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat
pada saat dilakukan E-Purchasing, maka pengadaan obat tersebut
berpedoman pada Formularium Rumah Sakit dengan jenis serta
komposisi obat yang sama dan harga reguier.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jase pada Bedan Layanan Umum Daerah RSUD
Dr. Tjirowardejo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworgje
Tahun 2014 Nomor 53 Seri E Nomeor 44}, sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworeje Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Peiaksanaan Pengedaan Barang/.Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo {Berita
Daerah Kabupaten Purworgjo Tahun 2015 Nomor 14 8eri E Nomor 11),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,



Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworeio
pada tanggal 16 Pebruari 2016
Pj. BUPATI FURWOREJO,
Ttd.
AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworeic
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd.
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUFATEN FURWORE.JO
TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI BE NOMOR &
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